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ABSTRAK 

 

 

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK KEJAHATAN SEKSUAL 

TERHADAP ANAK DAN PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU 

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG 

PERLINDUNGAN ANAK 

 

Oleh : 

Dian Ropa Aprilika 

 Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang tidak saja 

menimbulkan penderitaan fisik, melainkan juga trauma psikologi yang dapat 

diderita korban, bahkan penderitaan tersebut dapat dirasakan seumur hidup 

korban. Untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini digunakan penelitian 

yuridis empiris, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 

Sedangkan teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan melalui proses studi 

kepustaka, internet dan wawancara.  

 

 Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam skripsi ini 

dapat disimpulkan, faktor penyebab terjadinya pelaku melakukan kejahatan 

seksual terhadap anak yaitu faktor Intern meliputi hal-hal yang ada dalam diri 

pelaku seperti kondisi Pisikologis, faktor Biologis dan pemahaman akan 

pendidikan moral pada diri si pelaku seperti lingkungan sosial dimana pelaku 

tinggal, pendidikan dalam rumah tangga, kondisi lingkungan tempat terjadi 

kejahatan seksual, serta faktor lain seperti mudahnya mendapat atau menyaksikan 

film porno terutama melalui Media Massa.  

 

 Sedangkan penerapan sanksi pidana yang didapat terhadap pelaku tindak 

pidana yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak menurut Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikenakan terhadap anak terdapat di pasal 

76E, dalam pasal ini sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara paling 

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dengan denda paling 

banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  Sanksi yang paling banyak 

diterapkan adalah penjatuhan pidana penjara dan dalam UU No 35 tahun 2014 ini 

digunakan sistem minimal dan maksimal yang bersifat khusus.  

 

 

Kata Kunci : Kejahatan Seksual, Anak, Sanksi, Pelaku, Perlindungan Anak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

  

Berbagai macam contoh kejahatan seksual diantaranya, pelecehan 

seksual dan kekerasan seksual. Pelecehan seksual dan kekerasan seksual 

kadang di pandang sebagai hal yang berbeda, menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, pelecehan berasal dari kata kerja melecehkan yang mengandung 

pengertian memandang rendah (tidak berharga), menghinakan atau 

mengabaikan, sedangkan seksual berkenaan dengan masalah seks atau jenis 

kelamin. Sehingga pelecehan seksual dapat diartikan secara bebas sebagai 

tindakan bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-

hal yang berkenaan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual.
1
 

Dari pengertian tersebut maka pelecehan seksual merupakan tindakan 

untuk melakukan penghinaan dan memandang rendah atau merendahkan 

seseorang dalam masalah seksual yang dapat dilakukan secara fisik maupun 

non fisik, yang tentunya dilakukan oleh pelaku tanpa dikehendaki oleh 

korban. 

Kemudian bila kekerasan diartikan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia(KBBI) sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras ; perbuatan 

seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya 

orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain ; 

paksaan.  

                                                 
 
1
 Manda Putri dan Widya Antasari . 2019. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : 

Permata Press, hlm 504. 
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Bersikeras: berkeras (hati); mengotot. Maka kekerasan seksual lebih 

dipandang sebagai perbuatan secara fisik yang tentunya juga dilakukan oleh 

pelaku tanpa di kehendaki oleh korban.
2
 

Kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak 

dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk 

rangsangan seksual. Bentuk kejahatan seksual anak termasuk meminta atau 

menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari 

hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk 

anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual 

terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam 

konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin 

anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti 

pemeriksaan medis). 

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang 

perlindungan anak, terdapat pasal 1 ayat 15 yang berbunyi “perlindungan 

khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam 

situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap 

ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.  

Hal ini membuktikan bahwa anak sangat membutuhkan perlindungan dalam 

perkembangannya. Akan tetapi, masih banyak pelaku yang tidak jera 

melakukan kejahatan seksual terhadap anak sehingga anak tersebut merasa  

 

                                                 
 
2
 Suharso dan Ana Retnoningsih. 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semarang: 

Widya Karya, hlm 240 
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tidak aman walaupun undang-undang tersebut sudah ditegakkan. Hal ini 

dibuktikan dengan banyaknya kasus kejahatan seksual di Indonesia sehingga 

aparat hukum harus mampu menanggulangi karena banyak pelaku melakukan 

berbagai cara untuk bertindak kejahatan seksual terhadap anak.  

Terdapat faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan seksual 

terhadap anak meliputi hal-hal yang ada dalam diri pelaku seperti kondisi 

kejiwaan, faktor biologis dan pemahaman akan pendidikan moral pada diri 

pelaku. Sedangkan faktor-faktor yang berada di luar diri si pelaku seperti 

lingkungan sosial dimana pelaku tinggal, pendidikan dalam rumah tangga, 

kondisi lingkungan tempat terjadi pemerkosaan, serta faktor lain seperti 

mudahnya mendapat atau menyaksikan film porno terutama melalui media 

massa. Hal inilah banyak pelaku orang dewasa maupun remaja melakukan 

kejahatan seksual terhadap anak.  

Begitu juga dalam Undang – Undang Perlindungan Anak Nomor 35 

tahun 2014 khususnya pada pasal 76E yang berbunyi “ Setiap orang dilarang 

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu 

muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk 

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.  Dalam pasal ini 

telah menyebutkan secara jelas bahwa apa bila melanggar pasal tersebut, 

maka akan dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berat terhadap 

pelakunya. 
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Kejahatan seksual terhadap anak ini terjadi karena lemahnya pengawasan 

orang tua dalam menjaga anak sehingga sering terjadi pelecehan seksual yang 

dilakukan oleh pelaku dengan sengaja melakukannya.  

Hal ini karena anak di anggap mudah dihasut dan diancam oleh pelaku 

sehingga berbagai kasus mengenai anak sering terjadi di Negeri ini. Akibat 

kurangnya penerapan saksi atau hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual 

terhadap anak, banyak anak yang menjadi korban oleh pelaku yang lebih 

dewasa darinya sehingga anak tersebut belum merasa aman dan sangat butuh 

diberikan perlindungan. Adapun sistem penerapan sanksi sesuai dengan 

Undang-Undang Perlindungan Anaka Nomor 35 tahun 2014 sudah 

diterapkan, tetapi butuh kesadaran khusus dikalangan masyarakat agar sanksi 

tersebut dapat diterapkan dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap 

anak.  

  Sebagai contoh kasus seorang gadis SMP menjadi korban pemerkosaan 

oleh seorang sopir Angkutan Kota (Angkot) di kota Tanggerang, pada jumat 

30 Agustus 2019 saat itu di dalam angkot hanya ada korban. Selanjutnya 

pelaku merayu dan membujuk korban dan membawa angkot ke rumah 

kontrakan pelaku. Korban yang masuk ke dalam perangkap lalu dibawa ke 

dalam rumah kontrakan pelaku dan di perkosannya. Saat itu korban sempat 

protes tetapi tidak kuasa berteriak kencang bahkan saat diajak masuk ke 

rumah kontrakan pelaku, korban hanya diam seperti terkenap hipnotis.  

  Lalu gadis SMP tersebut bercerita kepada keluarganya bahwa ia telah 

menjadi korban asusila yang di lakukan pelaku, berdasarkan laporan itulah 
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petugas melakukan penangkapan terhadap pelaku di rumah kontrakannya. 

Atas perbuatannya pelaku akan di jerat dengan pasal 81 dan 82 Undang-

Undang No 35/2014 atas perubahan Undang-Undang No 23/2002 tentang 

Perlindungan Anak dengan ancaman pidana di atas 10 tahun penjara
3
. 

Kejahatan seksual anak telah mendapatkan perhatian publik dalam 

beberapa dekade terakhir dan telah menjadi salah satu profil kejahatan yang 

paling tinggi. Sejak tahun 1970-an kejahatan seksual terhadap anak-anak dan 

penganiayaan anak telah semakin diakui sebagai sesuatu yang sangat merusak 

bagi anak-anak dan dengan demikian tidak dapat diterima bagi masyarakat 

secara keseluruhan. Sementara penggunaan seksual terhadap anak oleh orang 

dewasa telah hadir sepanjang sejarah dan hanya telah menjadi objek perhatian 

publik signifikan pada masa sekarang.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan 

judul “FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK KEJAHATAN 

SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA 

TERHADAP PELAKU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 

TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.” 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 http://m.merdeka.com/amp/peristiwa/sopir-angkot-perkosa-pelajar-smp-di- 

tanggerang-korban-trauma.html. Diakses 3 Okrober 2019.  

http://m.merdeka.com/amp/peristiwa/sopir-angkot-perkosa-pelajar-smp-di-%20tanggerang-korban-trauma.html
http://m.merdeka.com/amp/peristiwa/sopir-angkot-perkosa-pelajar-smp-di-%20tanggerang-korban-trauma.html
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B. Rumusan Masalah  

Adapun yang menjadi Rumusan Masalah dari latar belakang tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Apakah faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan 

seksual terhadap anak? 

2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kejahatan 

seksual terhadap anak menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran 

penyebab pelaku melakukan tindak kejahatan seksual terhadap anak dan 

penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kejahatan seksual terhadap 

anak, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada 

kaitannya. 

Tujuan penelitian adalah :  

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor apakah yang menjadi 

penyebab pelaku melakukan kejahatan seksual terhadap anak. 

2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi pidana terhadap 

pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak.  

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu 

pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran 

khususnya bagi Hukum Pidana yang dipersembahkan sebagai pengabdian 

pada Almamater.  
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D. Kerangka Konseptual  

Kerangka konseptual dimaksud untuk menghindari kesalah pahaman dan 

perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul 

skripsi, sesuai dengan judul penelitian. 

“Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kejahatan Seksual Terhadap 

Anak Dan Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Menurut Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.”  

1. Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 

larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, 

bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
4
 

2. Kejahatan (pengertian secara yuridis) dilihat dari hukum pidana maka 

kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh 

hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh 

Negara.
5
 

3. Sanksi Pidana, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan criminal 

sanctions, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan 

strafrechtelijke sancties merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada 

pelaku yang melakukan perbuatan pidana.
6
 Atau bisa juga diartikan 

sebagai pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan 

bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu 

rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara 

                                                 
4
 Moeljatno. 1987. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : Bina Aksara, hal 54 

5
 http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/02/kejahatan.html?m=1.  Diakses 4 Oktober 

2019  
6 Rodliyah dan Salim. 2019 Hukum Pidana Khusus. Depok : Rajawali Pers, hlm 17   

http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/02/kejahatan.html?m=1
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khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana 

tersebut diharapkam orang tidak melakukan tindak pidana lagi.
7
 

4. Mengenai tentang kejahatan seksual terhadap anak, suatu bentuk 

penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua 

menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk kejahatan seksual 

anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan 

aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya),memberikan paparan yang tidak 

senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk 

anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik 

dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu 

seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik 

(kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis). Atau 

menggunakan anak untukmemproduksi pornografi anak. 

5. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 di 

dalam pasal 1, dijelaskan bahwa “Perlindungan anak adalah segala 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar 

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.  

 

 

 

                                                 
      

7
 Mahrus Ali. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafik, hlm 28  
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E.  Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian   

yuridis empiris.
8
 

2. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data skunder. 

a. Data Primer yaitu data yang di peroleh dari penelitian lapangan. 

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum 

seperti : 

1) Bahan hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang – undangan 

yang mempunyai kekuatan hukum tetap, traktat dan lain sebagainya. 

2) Bahan hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer misalnya rancangan undang – 

undang republic Indonesia, hasil karya tulis (literatur), hasil – hasil 

penelitian, surat kabar, buku – buku hukum dan tulisan pendapat ahli 

hukum yang berhubungan dengan data arsip instansi terkait yang 

berhubungan dengan penelitian. 

3) Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang sifatnya menunjang 

bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder atau dengan 

kata lain bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai 

                                                 
8
 Soerjono Soekanto dkk. 2004. Penelitian Hukum Normative (suatu tinjauan singkat), 

hlm 1 
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bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus 

besar bahasa Indonesia dan kamus hukum. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

a)  Studi kepustakaan : Untuk mendapatkan data sekunder dengan cara 

mempelajari dan meneliti literatur-literatur yang berhubungan dengan 

judul. 

b)  Studi lapangan : Untuk mendapatkan data perimer dengan cara 

mempelajari dan meneliti kasus-kasus yang timbul dilapangan yang 

berhubungan dengan judul, untuk itu penulis akan melakukan riset 

terhadap instansi terkait yaknik Polresta Palembang dan Pengadilan 

Negeri Palembang Kelas 1A.  

4. Analisis Data 

Data yang di peroleh dari sumber-sumber yang dikumpulkan, diklarifikasi, 

baru kemudian dianalisis secara kualitatif artinya  mengurai data secara 

beruntun dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis dan efektif 

sehingga dengan memudahkan untuk interprestasi data dan pemahaman 

hasil. Selanjutnya hasil dari sumber bahan hukum tersebut dikontruksikan 

dalam bentuk kesimpulan. 
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F.  Sistematika Penulisan 

  Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan 

dalam 4  (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut: 

 BAB I  : Pendahuluan  

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup 

dan tujuan, definisi operasional, metodologi penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka  

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya 

dengan permasalahan yang akan dibahas. 

BAB III : Pembahasan  

Yang berisikan tentang faktor penyebab terjadinya tindak 

kejahatan seksual terhadap anak dan Penerapan sanksi terhadap 

pelaku menurut undang-undang  

nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 

BAB IV : Penutup 

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang 

dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 
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